Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR § TAHUN 2024
TENTANG
JASA PEGAWAI TENAGA KONTRAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-
tugas tertentu dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan  dan  pembangunan diperlukan tenaga
pendukung/Jasa Pegawai Tenaga Kontrak;

b. bahwa pegawai berkompeten di bidangnyva sebagai Jasa
Pegawai Tenaga Kontrak vang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, periu diberikan
kesejahteraan yang layak berupa Jasa sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bangka Selatan tentang Jasa Pegawai Tenaga
Kontrak;

l. Undang-Undang MNomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Rabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Behtung Timur di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);



9,

10.

Undanp-Undang Nomor 17 Tahun 2003 rentang Keuangat
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Nomor 4286]);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Ferbendaharaan Nepara [Lembaran HNegara Republik

[ndonesia Talhwn 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran

MNegars, R&publik indonesia Nomor 1353);

Undeng-Undang MNotnor 15 Taboom 2004 tenlang
Pemeriksaan Penpelolaan dan Tangpung Jawab Kenangan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 20604
Nomaor B, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Notnor 4400,

Undanp-Undang Nomor 23 Tghun 2014 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55987), sebagaimunin telah
I»eberaps kali diubah, temklhnr dempan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 (Lemnbaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 6856):

Feraturan Pemenntah Nomor I2 Tahun 2017 tentang
Pedomar Pembingan dan Pengewasan Penyelenggarnan
Pemerintahan Daerah  ({Lembaran  Negara Repubhblik
Indonesia Tahun 2017 Momor 73, Tambahan Lembaran
Negara Fepublik Indotesi. Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Neomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolsan Keuangan Daerah (Lembaran Negars Republik
indonesia Taliun 2019 Nomeor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomore 6322];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tabun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Wegara Republik Indonesia Tahun 2020 Neomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4
Tahun 2032 tentang Penpgelolaan Keuangan Daergh
fLembaren Deerah Habupaten Bangks Selatan Talhon 2022

Nomer 4];



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PEGAWAI TENAGA
KONTRAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

X
2.

Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah vang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan vang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
digingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah vang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah dagrah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas
Umum Daerah vang mengurangi Saldo Anggaran Lehih
dalam perniode tahun anggaran bersangkutan yvang tidak
akan diperolech pembayvarannva kembali oleh pemerintah
daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD vang selanjutnva
disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yvang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
ATIEEATAT.

Surat Penvediaan Dana vang selanjutnva disingkat SPD
adalah dokumen vang menvatakan tersedianva dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
digsingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD vang mempunval tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.



B.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Bendahara Umum Daerah yvang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebapgal
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran vang selanjutnva di singkat PA adalah
pejabat  pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah vang dipimpinnya.

Kuasa Bendahara Umum Daerah vang sclanjuinva
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnyva disingkat KPA
adalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian kewenangan pengguna anggaran  dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi
Perangkat Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat
Daerah yvang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat
vang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah.

Surat Perintah Pembayaran Langsung vang selanjutnva
disingkat SPP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak
kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran
gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
pejabat pembuat komitmen atau pejabat pelaksana teknis
kegiatan.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnva disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan cleh BUD berdasarkan
SPM.

Pegawal Tenaga RKontak adalah pegawai yang berstatus
bukan Pegawai Negeri Sipil yvang dipekerjakan berdasarkan
Surat Keputusan Bupati atau Surat Perjanjian Kontrak
Kerja dengan Pengguna Anggaran untuk mendukung
penyelesaian tugas satuan kerja dan didana dar APBD
Kabupaten Bangka Selatan.



BAE 11
MAKBUD DAN TLLJITAN
Pagal 2
Peraturan Bupat ini dimaksudkan =zebagai dasar hulum
pemberian Jasa Dagl pegawai tenaga kentrak yang bekerja di
instansi milik Pameriniah Kabupaten Danpks Selatan.

Pakal 3
Pembenan Jasa sebapaimana dimaksud dalam Pasgl 2 Bertujuan
untuk membantu dan meningkatkan kesejahterman pegawai
tenage kontrak.

BAE III
KRONTRAK KINERJA [NDIVIDU
Fasal 4
(1] Pegawai tenaga konwrak yang melaksanaksn tugas Jdi masing-
masing orgarasasi  perangkat daerab harus  mengkat
Perjanjian kontralr lerja individu denpan pengpuna angparan
pada organisasi perangkat daeral.
2] Masa berlaku kontrak kerja paling lama 1 (satm] Tahun,
kecueli diatur dengan peraturan perundang undanpan.
(3] PA dilwrang melakukan perikatan Kontrak jika tidak
tersediaftHdak culup tersedia anggaran untuk mendanai gaji
pegawal tenaga kontrak,

BAR IV
FPEMBAYARAN JABA
Fasal 5
(1] Besaran jasa pegawad tonags kontrak dibavarkan berdasarckan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati
Hangka Sclatan tentang Standar Harga Satuen yang berladoa,
(2] Penetepan besaran jasa pegawai tenaga Kontrak melebihi nilai
besarun sebagrimana dimaksud pade ayat (1) ditetaplkan lebih
lamjut dengan Keputusan Bupati tersendin.
(3] Jaza Pegawai Tenaga Keontrak dapat dikerikan ‘Tambahan
Penghasilan bulan tertentu sebesar Ep 2.000.000,- [dua juta
rupiah|, vang dibayarkan pada bulan menjelang [dul Fitri.



(4]

(51

&)

(7]

(8]

4]

Contoh Iormat daftar nefmnatf dan perjanjian kontrak kerja
sebagaimana tercamtum dalam Lampiran I dan Lampiran 1
Peraturan Bupati ini.

Petnbayaran jasa  sebwgsimana dimalksud pada ayat (1)
dilakukan paling cepat pada hari kerja pertama hulan berjalan
dan paling lambat hari kerja kesepulub bulan berikutmys.
Bendahara Pengeluaran wajib memungut dan menyetor juran
BPJIS Keschatan, BERJS ketenagakerjaan dan PT.TASPEN (JKK
dan JEKM)] aestua denpan ketentuan yang berlalu.

Dalam hal terdapat jasa vang telah menjadi hak pegawal
bulan-bulan sebelumnya yang belum  dibayarkan, maks
pembavaratnya depat diajulkan ackaligus.

Peleksatiaat pembayarsn jasa sebapaimana dimaksued peda
ayat [1} harus memperhatkan ketersediaan dana daiam
dokumen pelakzataan anggaran masing-masiny Organisas
Peranglcat Daeral.

FPembayaran  jass  hepads  pegawai tenaps kontrok
dilalksanakan sccara langsung kepada rekening masing-

MaEing pegawai.

(10] Dalam hal ketentuan =ebagaimans dimaksud pada avat (9]

(1

belum da_p-at dilaksanalran, pﬁﬂ]bﬂya_mn Jasy. pegawal tenaga
kontrak dilakukan =zecara  langsung melalui relening

bendahura penpeluaran.
BAE V
PROZIEDUR FENCAIRAN
Parxl 6

Dalam rangka pembayaran Jasa pegawal tenaga kontrak

Pejabat l'embuat Komitmen;/Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan mengajukan 5FF LS kepadsa FPenpguna Anggaran

dilengkapi dengan :

a. Daftar nominanf peneritna  yang ditandatangant oleh
PA/HPA, PPK dan /atau bendahara pengeluaran,

b. Dokumen pendukung berupa surat keputuszanfperjanjian
kegja/kontrak/dokumen pendulkung lainnya sesuai dengan
ketentuan.

c. Surat Perintah Pembayarsn di =inglat 5PF (dalam hal
terdapat potongan pajalc penghasilan FPh 21



(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilampirkan pada awal pembayarat dsm pada saat
terjadi perubahan.

(3] Pengpuna angparan berdasarkan SPP yang diajulan Psiabet
Pembuat  Komitmen fPejabat  Felaksana Teknie Kematan
sebagaimana dimaksud pada ayet (1] paling [ama I hard
setelan Surat  Perintah  Pembgyaren  digjukan segera
menerbitkan Sucar Pecintah Membayar di singkat SFM uniuk
selanjuinya digjukan kcpada Kuasa Bendahara Umum Bacrah
unfuk penerbitan 37210

(4] Pengrune anggsaran dilarang menerbitkan SFWM apabila
dokumen pendulkung SPF tidal lengkap.

f3] Berdasarkan SPM yang diajukan, Kuasa BUD menerbithan
S5P20, setelah  dilakukan — pemerikzaan  ataz  cara
penulisan/pengisian  jumiah angka dan huruf 3PM dan
pemeriksaan kebenaran penulisun dalam SPM, termasulk tidak
boleh cacat dalam penulizan dan pengujlan kebenaran jumlah
belata fpetiveluatan dikurangi dengan jumlah
potongan f penerimean dengan jumlah bersibh dalam SPM aerta
pengujian atas kefersediaan anggaran.

5] SP2D yang telah diterbitkan dan ditandatanpgani disampatloan
ke Bank Sumsel Babel dan penerbit 5Ph serta disimpan
srEual dengan ketentuan yang berfaku.

{¥] Dalam hal 31°M berdasarkan hasit perecribsaan dan pengujian
sebagaimana dimaksad pada  avat (9 dinystakan
lengkap/benar, Kunsa BUD menerbitlkan SP2D dan apabila
terdapat kebidaksesuaian perlizsan dan/atan ntelebihl papu
anpgaran, Kuasa BUD menolal: menerbitkan SP2D.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Faszal 7
Pada =aat Peraturan Bupat int mulai berlaku, Peraturan Bupati
Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2023 leniang Jasa Pepawai Tenaga
kontrak [Berita Daergh Kabupaten Batigka Sclatan Tahun 2023
Nomor 3), sebagaimansa telah diuhah dengan Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nomor 21 Tahun 2023 (Derita Daerwh Kabupaten Bangka
Selatann Tahun 2023 Nomer 21), dieabut dan diovatakan tidak

berlatqu.



Fasal B
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinva, memenntahkan pengundangan
Peraturan Bupati im1 dengan penempatannva dalam DBerita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboal
| tanggal 2 Januari 2024

A SELATAN,

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 3 Januari 2024

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR k
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG JASA PEGAWAI TENAGA
KONTRAR

CONTOH SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA

KOP

— e —— e e ———

PERJANJIAN KONTRAK KERJA
NOMOR : 814.1 /xx/OPD/ 20xx

Pada hari ini 3o tanggal oo bulan xxx tahun Dua Ribu Dua Puluh xxx (xx-xx-

20xx] yvang bertandatangan dibawah ini:

I. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU:
Nama P XXX

Jahatan POXXX

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Keuangan Daerah,

untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU:

1. Nama TOXXX
Tempat [ tgl. : xox
Lahir - 53
Pendidikan fJl xx
Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATLU dan PIHAK KEDWUA secara bersama — sama di sebut PARA PIHAK
sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam Perjanjian Kontrak kerja
dengan Ketentuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
Masa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja
PIHAK KESATU menerima dan mempekerjakan Pihak KEDUA sebagai Pegawai
Tenaga Kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Masa Perjanjian Kontrak Kerja : 1 Januar s/d xxx 20xx
b. Jabatan S
c. Masa Kerja o xxx (xxx) tahun (20xx s.d sekarang]

d. Unit kerja :  apPD



Pasal 2
Tugas Pekerjaan
(1) PIHAK KESATU membuat dan menetapkan tugas pekerjaan vang harus
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA,
(2} PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan PIHAK
KESATLU dengan sebaik-baiknya dan rasa tanggung jawab.

Pasal 3
Target Kinerja

(1) PIHAK KESATU membuat dan menetapkan target kinerja bagi PIHAK KEDUA
sclama masa Perjanjian Kontrak Kerja.

(2) PFIHAK KEDUA wajib memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh
PIHAK KEDUA,

{(3) PARA FPIHAK menandatangani target perjanjian kinerja sesuai peraturan
perundang —undangan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja
PIHAK KEDUA wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yvang
berlaku di instansi PIHAK KESATL.

Pasal 5
Disiplin
(1) PIHAK KEDUA wajib mematuhi semua kewajiban dan larangan.
(2] kewajiban bagi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

a. setia dan taat pada Pancasila, Undang -Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
pemerintah vang sah,

b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah wvang
berwenang ;

d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab,

f. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tndakan kepada Setiap orang, baik didalam maupun diluar
kedinasan;

g menyimpan rahasia jabatan dan hanyva dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



b

bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangka Selatan.

[3) Larangan bagi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada avat (1] meliput:

.

b.

i

menyvalahgunakan wewenang;

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan prnbadi dan/atau
orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

tanpa izin Pemerintah menjadi pegawal atau bekerja untuk negara lain

dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya

masyarakat asing;

memiliki, menjual., membeli, menggadaikan, menvewakan, atau

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen

atau surat berharga milik daerah/negara secara tidak sah;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,

atau orang lain didalam maupun di fuar lingkungan kenanva dengan

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yvang secara

langsung atau tidak langsung merugikan daerah /negara;

memberkan atau menvanggup akan memberi sesuatu kepada siapapun

baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk

diangkat dalam jabatan;

menenma hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga vang

berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;

melakukan suatu tndakan atau tidak melakukan suatu tindakan vang

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak vang dilayani

sehingga mengakibatkan kerugian bagi vang dilayani:

menghalang berjalannya tugas kedinasan;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan

Fakvat Daerah dengan cara;

1. Tkut serta sebagai pelaksana kampanye;

2. Menjadi peserta kampanve dengan menggunakan atribut partai atau
atribut Aparatur sipil Negara;

3. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Aparatur Sipil Negara
lain; dan / atau

4. Sebagat peserta kampanye  dengan menggunakan fasilitas
Diaerah / Negara.

memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil Presiden dengan

CATA:



membuar keputusan dan/atau nndakan yang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
;dan/atau

2. mengadakan kegiatan vang mengarah kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon vang menjad) peserta pemilu sebelum, selama, dan/atau
sesudah masa kampanve meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pembenan barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam
lingkungan unut kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

m. membenkan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
atau calon Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan
sural dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau surat
Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;dan

n. membenkan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan cara;
|, terhibat dalam kegiatan kampanyve untuk mendukunp calon Kepala

Daerah /Wakil Kepala Daerah;
2. menggunakan fasilitas yvang terkait dengan jabatan dalam kegiatan
kampanyve;

3. membuat keputusan dan/atau tindakan vang menguntungkan atau
merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanve;
dan /atau

t. Mengadakan kKegatan yang mengaran kepada keberpihakan terhadap
pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,
dan/atau sesudah masa kampanyve meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara
dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga, dan masvarakat

(4] FIHAK KEDUA yang tidak mematuhi kewajiban dan /atau melanggar
larangan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi
DeErUpaE
a. Sanksi rnngan berupa Teguran lisan;

b, Sanksi sedang berupa Teguran tertulis; atau

c. sanksi berat berupa Pemutusan hubungan Peranjian Kontrak Kerja

dengan hormat/ Tidak hormat;

Pasal 6
Jasa
(1) FIHAK KEDUA berhak mendapat Jasa sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah
{2) Besaran Jasa sebagaimana dimaksud pada avat (1] diberikan sebesar

; He. Ras XX (XXX . XAX|




(3} Pembayaran Jasa sebagaimana dimaksud pada avat (2) dilakukan sejak
PIHAK KEDUA melaksanakan tugas.

(4) Pembavaran Jasa kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan selama masa kerja
elekiil 1 (satu) bulan setelah PIHAK KEDUA bekena.

(5) Penerimaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dan ayat (3], dapat
dilakukan pemotongan pada saat pembayvaran, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 7
Cuti
(1} FIHAK KEDUA berhak mendapatkan cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti
bersama selama masa Perjanjian Kontrak Kerja.
(2] Cuti sebagarmana dimaksud pada ayat (1] dilaksakan sesua dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan PIHAK
KRESATU,

Pasal 8
Pengembangan Kompetensi
(1} PIHAK KESATU dapat memberikan pengembangan kompetensi kepada PIHAK
KEDUA untuk mendukung pelaksanaan selama masa Perjanjian Kontrak
Kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja PIHAK KEDUA.
|2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Penghargaan
(1) PIHAK KESATU memberikan penghargaan kepada PIHAK KEDUA berupa
Kesempatan prnioritas untuk pengembangan kompetensi;
(2} Pemberian penghargaan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada
avat (1} diberikan kepada PIHAK KEDUA apabila mempunyai penilaian kinerja
vang paling baik.

Pasal 10
Perlindungan
(1) PIHAK KESATU wajib memberikan perlindungan bagi PIHAK KEDUA berupa:
a. luran kepesertaaan BP.JS Ketenagakerjaan sebesar Rp. xxx.xxx.-.
b. Jaminan kesehatan sebesar Hp. xooo e, -},
c. Jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp. o0 xxx,-1;

d. Jaminan kematian sebesar Rp. so00.xxx,-;,-;



]

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayart (1) huruf a, huruf b, huruf ¢,

dan huruf d dilakukan dengan mengikut sertakan PIHAK KEDUA dalam

program sistem jaminan sosial nasional

00

| Pemberian perindungan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada

avat (1) dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan perundang-

mdangan

Pasal 11

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan hubungan

Perjanjian Kontrak Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

‘emutusan hubungan Penanjian Kerja dengan hormat dilakukan apala;
angka waktu Perjanjian Kontrak Kerja berakhir
PFIHAK KEDUA meninggal dunia

FIHAR EEDUA mengajukan permononan berhent sebagal Pegawal dengan

Perjanjian Kontrak Kerja; atau

d. Terjadi perampingan organisast atau kebijakan pemenntah vang

mengakibatkan penpurangan Pegawal Tenaga Kontrak; dan

e, Ternsinya  jemns/tugas  jabatan pegawai tenaga  kKontrak oleh

CPNS /PNS /Mutasi PNS /PPPK.

2] PFemutusan hubungan Penanpan hkhonirak kerja dengan hormat tdak atas

[3

permintaan sendin dilakukan apabila:

a. PIHAK KEDUA dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan vang

telah memihlka kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
penjara paling singkat 2 (dual tahun dan tindak pidana dilakukan dengan
tidak berencana;

PIHAK KREDUA melakukan pelanggaran kewa)iban dan/atau larangan
sehagaimana vang dimaksud dalam Pasal 5; dan

FIHAK KEDUA tidak dapatl memenuhl weeel Binera vang elah digepaloan
sesual Penanjian Kontrak Kerja.

Pemutusan hubungan Penjanpan kontrak Kerja tidak deng hormat

dilakukan apabila;
a. melakukan penvelewengan terhadap Pancasila dan / atau Undang-Undang
[Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang
!

telah mermilikn kekuatan hukum tetap karena melakukan undak owdana

kejahatan jabatan atau tndak pidana vang ada hubungannva dengan

jabatan;

menjadi angpota dan/atau pengurus partai politik; dan




d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiika
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana vang diancam
midana penjara paling singkat 2 (duaj tahun atau lebih dan tindak pidana
tersebut dilakukan dengan berencana

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apahila dalam pelaksanaan Perjanjian Kontrak Kerja i tenadi perselisihan,

maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat menyelesaikan perselisihan

tersebul sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
Lain-lain

(1] PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur
dalam peraturan kedinasan dan peraturan lamnya vang berlaku di PIHAK
KESATU.

(2} PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen
maupun informasi milik PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) FIHAR KESATU dapat memperpanjang masa Perjanjian Kontrak Kerja vang

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 {dua) oleh PARA PIHAK
dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan darn
pihak manapun, masing-masing bermeterai cukup dan mempunvai kekuatan
hukum yang sama,

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,

RRER
REXH
NIP. xxx




